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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tersebut termaktub

di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Makna Pasal 1 ayat (3)

UUD NRI Tahun 1945 tersebut secara filosofis dapat diartikan bahwa para

pendiri bangsa menginginkan Indonesia menjadi negara yang

berdasarkan hukum (rechstaat), bukan berdasarkan kekuasaan

(machtstaat). Indonesia menerima hukum menjadi panglima tertinggi

untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan

bagi warga negaranya. Konsekuensinya ialah bahwa hukum mengikat

setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.1

Negara berdasarkan atas hukum ditandai dengan beberapa asas

diantaranya adalah bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang

baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus

didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan

yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan atau

didasarkan pada peraturan yang berlaku.

Penegakan hukum merupakan bagian tidak terpisahkan dari hukum

itu sendiri, bahkan penegakan hukum menjadi cermin dari hukum di suatu

negara. Penegakan hukum dapat pula diartikan sebagai hal yang

1Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Rajawali Press, Jakarta, 2014, h.5.
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menegakan atau mempertahankan hukum oleh penegak hukum apabila

telah terjadi pelanggaran hukum akan atau mungkin dilanggar. Pasal 27

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dijelaskan “segala warga

negara bersamaan kedudukannya itu dengan tidak ada kecualinya.

Kesamaan kedudukan di dalam hukum, termasuk juga dalam penegakan

hukum bagi tiap warga negara menjadi panduan bagi para penegak

hukum dalam melaksanakan tugasnya. 2

Indonesia sebagai negara hukum, maka selalu menjunjung tinggi

hak asasi manusia. Negara menjamin segala warga negara bersamaan

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Idealnya

sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum

atau supremasi hukum yaitu mempunyai kekuasaan tertinggi didalam

negara. Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul

begitu saja melainkan melalui proses peradilan.3

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring

dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas

dimana manusia tumbuh dan berkembang pula.4 Namun belakangan ini,

terjadi berbagai distorsi perubahan dalam masyarakat Indonesia yang

kemudian dikenal sebagai krisis moral. Bertambahnya angka

2 Mufti Khakim, “Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum”, Jurnal
Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III November 2017, Universitas Ahmad
Dahlan, Yogyakarta,2017, h.261.

3Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 33.
4CST. Kansil.Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka,

Jakarta, 2015, h. 346



3

pengangguran serta kejahatan menjadi cerminan terhadap dampak

fenomena ini.

Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan

kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban

umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan,

antara kebutuhan yang satu dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi

terkadang sering bertentangan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan

kepentingan ini, manusia bersikap dan berbuat.5

Sikap dan perbuatan seseorang agar tidak merugikan kepentingan

dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-

batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan

bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya

itu. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk

didalam hukum pidana. 6

Kejahatan di dalam masyarakat berkembang seiring dengan

perkembangan masyarakat itu sendiri, karena kejahatan merupakan

produk dari masyarakat dan ini perlu ditanggulangi.7 Banyak fenomena

kejahatan yang muncul di berbagai daerah yang ada di Indonesia yang

menjadi polemik bagi semua kalangan masyarakat. Setiap hari di media

massa selalu ditemui bermacam-macam tindak pidana yang terjadi di

5Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan
Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2011, h.21

6Adami Chazawi (selanjutnya disebut Adami Chazawi I), Stelsel Pidana, Tindak
Pidana, Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2017, h.15

7 Kumanto Sunarto, Pengantar Sosiologi, Akademika Presindo, Jakarta, 2016,
h.187
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negara ini. Kejahatan yang timbul tentunya dipengaruhi oleh modernisasi

yang terjadi di dalam sebuah negara.

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi

mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan

dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini

nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik

dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini

menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.8

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang

dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar

undang- undang maka ia akan dihukum. Selain itu kejahatan juga

merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran

ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu

masyarakat.Pada hampir segenap masyarakat dimana hidup dan harta

benda dinilai tinggi. “Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang

merupakan kenyataan sosial yang masalah penyebabnya kurang

dipahami karena studinya belum pada proporsi yang tepat secara

dimensial”.9

Perkembangan tindak kriminal seiring dengan perkembangan

zaman semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari perkembangan

zaman yang semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan

modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin canggih pula, baik itu dari

8 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2012, h.3
9 Soedjono Dirdjosiswoyo, Ruang Lingkup Kriminologi, Remaja Karya, Bandung,

2014, h. 27
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segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi. Perkembangan

tersebut sangat mempengaruhi berbagai pihak/oknum untuk melakukan

berbagai cara dalam memenuhi keinginannya, yakni dengan

menghalalkan segala cara yang berimbas pada kerugian yang akan

diderita seseorang nantinya.

Bentuk kerugian yang dialami dari seseorang yang menjadi korban

dari suatu kejahatan adalah kerugian dari segi harta kekayaan. Melindungi

seseorang akan harta kekayaannya maka Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) menempatkan perbuatan yang dapat

menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan sebagai kejahatan

terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Buku Ke-II KUHP. Beberapa

tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan benda

terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan

dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur

utama terjadinya tindak pidana ini. Kejahatan penggelapan diatur dalam

KUHPidana dalam Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373

(penggelapan ringan), Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan dengan

pemberatan) dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga). Pasal 372

KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Pasal yang

didakwakan oleh penuntut umum dalam judul ini dikarenakan tindak

pidana penggelapan ini dilakukan secara bersama.
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Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang

berawal dari adanya suatu kepercayaan kepada orang lain, dan

kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Bahkan

dewasa ini banyak terjadi kasus penggelapan dengan berbagai modus

yang menunjukan semakin tingginya tingkat kejahatan yang terjadi.10

Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan sering

sekali terjadi diberbagai bidang dan bahkan pelakunya diberbagai lapisan

masyarakat. Baik lapisan bawah maupun lapisan atas yang melakukan

tindak pidana ini. Melihat banyaknya kasus penggelapan yang terjadi di

Indonesia tentunya ini sangat memprihatinkan. Penyalahgunaan

Kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur tindak pidana pengelapan

ini.

Tindak pidana penggelapan selalu ada di dalam masyarakat,

bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat

seiring dengan kemajuan teknologi dan ekonomi. Tindak pidana

penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan

masalah moral dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh

karena itu, tindak pidana ini pada awalnya bermula dari adanya suatu

kepercayaan pihak kepada pihak yang lainnya, yang berakhir dengan

ketidakjujuran salah satu pihak yaitu pelaku penggelapan.11

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu suatu tindak pidana

yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu

10 R.Abdoel Djamali, Pengantar ilmu Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2015, h. 26

11 Leden Marpaung, Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum, Sinar Grafika,
Jakarta, 2011, h.3.
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kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini

bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku

tindak pidana penggelapan tersebut.

Contoh kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh

adalah karyawan toko emas dalam putusan Pengadilan Negeri Medan

Nomor: 2284/Pid.B/2022/PN Mdn dengan terdakwa Minggus Nomleni yang

didakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP. Akibat

perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.

211.797.000,- dua ratus sebelas juta tujuh ratu sembilan puluh tujuh ribu

rupiah) apabila harga emas seharga Rp. 909.000,- (sembilan ratus

sembilan ribu rupiah) /gram.

Terdakwa Minggus Nomleni terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak Penggelapan dilakukan oleh orang yang

menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, sehingga akibat

perbutan terdakwa maka majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap

Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua)

tahun dan 6 (enam) bulan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dipilih tesis yang berjudul,

“Pertangggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan yang

Dilakukan Karyawan Toko Emas (Studi Putusan Pengadilan Negeri

Medan Nomor: 2284/Pid.B/2022/PN Mdn)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah:
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1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penggelapan ?

2. Bagaimana pertanggungjawab pidana terhadap pelaku tindak pidana

penggelapan yang dilakukan karyawan toko emas?

3. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan

Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2284/Pid.B/2022/PN Mdn ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tindak pidana

penggelapan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawab pidana

terhadap pelaku tindak pidana penggelapan yang dilakukan karyawan

toko emas.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis analisis pertimbangan hukum

hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:

2284/Pid.B/2022/PN Mdn.

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua

kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi

perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana

mengenai tindak pidana penggelapan.

2. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum

(polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat) serta

konsultan hukum, sehingga aparat penegak hukum dan para pihak
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yang terlibat dalam praktek penegakan hukum terhadap tindak pidana

penggelapan.

3. Manfaat akademis bahwa hasil penelitian ini sebagai salah satu dalam

menyelesaian studi magister ilmu hukum untuk memperoleh gelar

Magister Hukum (M.H) pada program studi Ilmu hukum magister ilmu

hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori

dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang

dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-

butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak

disetujui.12

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa

gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji

dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan

ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas

perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas

penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.13

Snelbecker mendefenisikan teori sebagai perangkat proposisi yang

terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang

12 M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 2004, h.80.
13Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2016, h.32.
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dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar

yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan

dan menjelaskan fenomena yang diamati.14

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan

atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati,

dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif,

maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya

penelitian ini berusaha untuk memahami mengenai penyelesaian tindak

pidana penyelundupan. Teori hukum yang digunakan sebagai pisau

analisis15 dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Negara Hukum

UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia

berdasarkan atas hukum (Rechtstaat) tidak berdasar atas kekuasaan

belaka (Machstaat). Ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah

negara hukum yang demokratis berdasarkan pancasila dan UUD 1945,

menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara

bersamaan kedudukannnya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 itu menerangkan bahwa

pemerintahan berdasar atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak

14Snelbecker dalam Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja
Rosdakarya, Bandung, 2013, h.34-35.

15Teori sebagai pisau analisis yaitu teori yang digunakan untuk dijadikan panduan
dalam melakukan analisis, dengan memberikan penilaian (preskripsi) terhadap temuan
fakta atau peristiwa hukum yang ada sudah sesuai dengan teori atau tidak. Selain itu,
teori ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi,
lihat Mukti Fajar ND dan Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 150.
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absolutisme (kekuasaan yang terbatas), karena kekuasaan eksekutif dan

administrasi harus berdasarkan atas sistem konstitusional tidak bersifat

absolut. Artinya dministrasi dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh

perundang-undangan.16

Terdapat tujuh poin ketentuan pokok sistem pemerintahan negara

yang tertera dalam UUD NRI Tahun 1945 diantaranya adalah :

1) Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum
(rechtstaat )

2) Sistem konstitusional
3) Kekuasaan negara tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR)

4) Presiden ialah penyelenggara negara yang tertinggi di bawah
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

5) Presiden tidak bertanggungjawab terhadap Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR)

6) Menteri Negara ialah pembantu presiden dan Menteri Negara
tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR)

7) Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas.17

Berbicara mengenai negara hukum tentunya harus mengetahui

perihal sifat dan ciri-ciri negara hukum, melalui UUD NRI Tahun 1945 1945

telah diketahui landasan konstitusional dari negara hukum Indonesia.

Menurut Bambang Waluyo bahwa : “Sifat negara hukum itu ialah di mana

alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terkait kepada

aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat

16 C.S.T Kansil, Hukum Tata Negara Rapublik Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta,
2012, h.90

17 UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 secara
lengkap (pertama 1999-keempat 2002), Sinar Grafika, Jakarta, 2002, halman 67-69
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perlengkapan yang dikuasakan untuk membuat aturan itu atau singkatnya

disebut prinsip “rule of law”.18

Menurut Ismail Suny dalam CST Kansil mengatakan bahwa negara

hukum Indonesia menganut unsur-unsur sebagai berikut :

1) Menjunjung tinggi hukum
2) Adanya pembagian kekuasaan
3) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta
remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya

4) Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.19

Bagir Manan menyebutkan ciri-ciri negara hukum adalah :

1) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan/
legalitas

2) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM)
3) Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara,
menjamin perlindungan HAM

4) Adanya Peradilan Administrasi20

UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis hanya

mengatur dasar-dasar kehidupan bernegara dalam garis besarnya saja

sementara dalam aplikasi dan penjabarannya sangat tergantung dalam

politik hukum, produk perundang-undangan serta pelaksanaan hukum

atau law enforcement.

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk

mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan

keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap

anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi

18 Bambang Waluyo, Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI, Sinar Grafika,
Jakarta, 2011, h. 2

19 C.S.T Kansil, Op.Cit, halaman 91.
20Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara,

Mandar Maju, Bandung, 2015, h.24
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haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan

keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh

masyarakat.21

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang

sama (equal protection) atau persamaan dalam hukum (equality before

the law). Dalam konsep negara hukum, maka hukum memegang kendali

tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai prinsip dari negara

hukum, bahwa hukumlah yang memerintah dan bukan orang (The rule of

law, and not of Man). Hal ini sejalan dengan pengertian nomocratie, yaitu

kekuasaan itu dijalankan oleh hukum.22

b. Teori pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga

dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus

kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah

seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu

tindakan pidana yang terjadi atau tidak. 23

Menurut Djoko Prakoso, dalam pengertian perbuatan pidana tidak

termasuk pertanggungjawaban.Perbuatan pidana menurut Djoko Prakoso

mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang

mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban

pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, “tidak di ada pidana jika

21 Ibid, h. 55
22Ibid, h. 84.
23 Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.13.
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tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada di pidananya si

pembuat.24

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Martiman

Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi

masyarakat patut dicela.25 Dengan demikan, menurutnya seseorang

mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu harus ada perbuatan
yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada
unsur melawan hukum. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam
bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang
melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya.jadi
ada unsur subjektif

Perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta

penjatuhan pidana. Setidaknya ada dua alasan mengenai hakikat

kejahatan, yakni pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai

dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang di lakukan manusia

lainya.26 Kedua pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan

dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat.

Pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum

pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

1) Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau
kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.

2) Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik
dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan

3) Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban
si pembuat atau tidak ada alasan penghapusan kesalahan.27

24 Djoko Prakoso, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Liberty Yogyakarta,
2007, h. 75

25Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoesia,
Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, h.31

26 Ibid, h.32.
27 Ibid, h. 156.
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Menurut Roeslan Saleh bahwa orang yang tidak mampu

bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat

atau karena gangguan penyakit, tetapi juga karena umurnya masih muda,

terkena hipnotis dan sebagainya.28 Dipidananya seseorang tidaklah cukup

apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan

hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya

memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan,

namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.

Pemidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang

melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.

Asasnya adalah tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder

schuld). Peran unsur kesalahan sebagai syarat untuk penjatuhan pidana

terlihat dengan adanya asas mens rea yaitu subjektif guilt yang melekat

pada si pembuat, subjektif guilt ini merupakan kesengajaan atau kealpaan

yang melekat pada si pembuat.29

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat

dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana

apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus

sebagai unsur subjektif.30 Seseorang yang melakukan tindak pidana

termasuk tindak pidana penyelundupan harus mempertanggungjawabkan

28Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua
Pengertian dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 2003, h. 83

29 Sudarto, Hukum Pidana, Yayasan Sudarto, Semarang, 2000, h. 52
30 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rienka Cipta, Jakarta, 2016, h. 103.
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atas perbuatannya. Dipidananya seseorang harus dapat dibuktikan

tentang tindak pidana yang dilakukannya. 31

b. Teori Pembuktian

Sistem pembuktian dapat diberi batasan sebagai suatu kebulatan

atau keseluruhan yang saling kait mengait dan berhubungan satu dengan

lain yang terpisahkan dan menjadi suatu kesatuan yang utuh. Sistem

pembuktian terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan

untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan,

dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang

menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu

(objek) yang dibuktikan. Sistem pembuktian adalah merupakan ketentuan

tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam

menarik kesimpulan tentang terbuktinya apa yang dibuktikan. Pengertian

sistem pembuktian yang mengandung isi yang demikian, dapat pula

disebut dengan teori atau ajaran pembuktian.32

Ada beberapa sistem pembuktian yang telah dikenal dalam doktrin

hukum pidana, yaitu :

1) Sistem keyakinan belaka (conviction in time)

Menurut sistem ini, hakim dapat menyatakan telah terbukti

kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan

didasarkan pada keyakinan saja, dan tidak perlu mempertimbangkan dari

mana (alat bukti) diperoleh dan alasan-alasan yang dipergunakan serta

bagaimana caranya dalam membentuk keyakinan tersebut. Juga tidak

31 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, h.165.
32 R. Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, h.9
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perlu mempertimbangkan apakah keyakinan yang dibentuknya itu logis

atau tidak logis. Bekerjanya sistem ini benar-benar bergantung kepada

hati nurani hakim.33

2) Sistem keyakinan dengan alasan logis (laconviction in raisonne)

Sistem ini lebih maju sedikit daripada sistem yang pertama,

walaupun kedua sistem dalam hal menarik hasil pembuktian tetap

didasarkan pada keyakinan. Lebih maju, karena dalam sistem yang kedua

ini dalam hal membentuk dan menggunakan keyakinan hakim untuk

menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan

tindak pidana, didasarkan pada alasan-alasan yang logis. Walaupun

alasan-alasan itu dengan menggunakan alat-alat bukti baik yang ada

disebutkan dalam undang-undang maupun di luar undang-undang.34

Sistem ini walaupun undang-undang menyebut dan menyediakan

alat-alat bukti, tetapi dalam hal menggunakannya dan menaruh kekuatan

alat-alat bukti tersebut terserah pada pertimbangan hakim dalam hal

membentuk keyakinannya tersebut, asalkan alasan-alasan yang

dipergunakan dalam pertimbangannya logis. Artinya alasan yang

digunakannya dalam hal membentuk keyakinan hakim masuk akal, artinya

dapat diterima oleh akal orang pada umumnya. Sistem ini kadang disebut

dengan sistem pembuktian keyakinan bebas (vrije bewjstheorie) karena

dalam membentuk keyakinannya hakim bebas menggunakan alat-alat

33R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung,
Bandung, 2015, h.110.

34 Ibid, h.111.
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bukti dan menyebutkan alasan-alasan dari keyakinan yang diperolehnya

dari alat-alat bukti tersebut.35

3) Sistem pembuktian melalui undang-undang (posistief wettlijk

bewijstheorie)

Sistem pembuktian ini disebut dengan sistem menurut undang-

undang secara positif. Maksudnya, adalah dalam hal membuktikan

kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan semata-mata

pada alat-alat bukti serta cara-cara mempergunakannya yang telah

ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Pembuktikan yang telah

sesuai dengan apa yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-

undang, baik mengenai alat-alat buktinya maupun cara-cara

mempergunakannya maka hakim harus menarik kesimpulan bahwa

kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana telah terbukti. Keyakinan

hakim sama sekali tidak penting dan bukan menjadi bahan yang boleh

dipertimbangkan dalam hal menarik kesimpulan tentang kesalahan

terdakwa melakukan tindak pidana. Sistem ini adalah sistem yang

berlawanan dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan semata-

mata.36

Sistem pembuktian ini hanya sesuai dengan hukum acara pidana

khususnya dalam hal pemeriksaan yang bersifat inkuisitor (inquisitoir)

seperti yang pernah dianut dahulu di benua Eropa.37 Sistem pembuktian

demikian pada saat ini sudah tidak ada penganut lagi, karena

35Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar,
Kencana, Jakarta, 2014, h.228.

36Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana,
Mandar Maju, Bandung, 2013. h.11.

37 R. Wirjono Prodjodikoro, Op Cit, h. 111.
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bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, yang ada pada zaman

sekarang sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau

terdakwa oleh negara. Sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan

nurani hakim.38

4) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara terbatas (negatief

wettelijk bewijstheorie)

Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak

sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang

ditentukan oleh undang-undang. Keyakinan yang dibentuk haruslah

didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan

dalam undang-undang. Kegiatan pembuktian didasarkan pada 2 (dua) hal,

yaitu alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak

dipisahkan, yang tidak berdiri sendiri-sendiri.39

Disebut dengan sistem menurut undang-undang, karena dalam

membuktikan harus menurut ketentuan undang-undang baik alat-alat bukti

yang dipergunakan maupun cara mempergunakannya serta syarat-syarat

yang harus dipenuhi untuk menyatakan tentang terbuktinya kesalahan

terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Disebut dengan

terbatas, karena dalam melakukan pembuktian untuk menarik kesimpulan

tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana.

38Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,
h.247.

39 Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, Op.Cit., h.229.
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Ketiadaan keyakinan hakim tidak boleh menyatakan sesuatu (objek)

yang dibuktikan sebagai terbukti, walaupun alat bukti yang dipergunakan

telah memenuhi syarat minimal bukti. Hukum pembuktian dalam hukum

acara pidana kita sejak berlakunya Het Herziene Indonesisch Reglement

(HIR) dahulu dan kini KUHAP adalah menganut sistem ini secara

konsekuen. Pasal 294 ayat (1) HIR merumuskan bahwa : “Tidak

seorangpun boleh dikenakan hukuman, selain jika hakim mendapat

keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi

perbuatan yang boleh dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang

salah tentang perbuatan itu”.40

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang

dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk

keperluan analitis.41 Suatu konsep atau suatu kerangka konsepsionil pada

hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit

dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun

demikian kerangka konsepsionil masih juga kadang-kadang dirasakan

abstrak sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang akan

dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa batasan

sebagai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

40R. Tresna, Komentar HIR, Pradnya Paraminta, Jakarta, 2014, h.237.
41Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu

Tinjauan Singkat,Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h.7.
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a. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang

terhadap tindak pidana yang dilakukannya.42

b. Pelaku atau dader adalah pelaku delik yang memenuhi semua unsur

delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang baik unsur subjetif

maupun unsur objektif.43 Menurut P.A.F.Lamintang menyatakan

memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader atau

pelaku itu tampaknya tidak terlalu sulit, akan tetapi dalam

kenyataannya pemastian seperti itu adalah tidak mudah. Delik-delik

formal atau formale sebagai delik-delik yang dirumuskan secara formal

yakni delik-delik yang dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya

yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan sesuatu tindakan yang

dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut

tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk

memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader itu,

memang tidak sulit. Orang tinggal menemukan siapa sebenarnya yang

telah melakuka pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang

telah disebutkan dalam undang-undang.44

42 Mahrus Ali. Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi. Rajagrafindo Persada,
Jakarta, 2013, h.156.

43 Leden Marpaung, Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik). Sinar
Grafika, Jakarta, 2012, h.95.

44 P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bhakti,
Bandung, 2014, h.590.
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c. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana

dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar

larangan tersebut.45

d. Penggelapan menurut Pasal 372 KUHP adalah "Barang siapa dengan

sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang

seharusnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang

berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan

penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4

(empat) tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya 900

(sembilan ratus) rupiah. 46

e. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2284/Pid.B/2022/PN Mdn adalah

putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak

diupayakan hukum lain yang akan dianalisis sesuai dengan

permasalahan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di

perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa

penelitian tentang “Pertangggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana

Penggelapan yang Dilakukan Karyawan Toko Emas (Studi Putusan

Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2284/Pid.B/2022/PN. Mdn)” belum

pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama,

walaupun ada beberapa topik penelitian tentang tindak pidana

45 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, h. 54.
46 M. Hamdan, Tindak Pidana Suap dan Money Politics, Pustaka Bangsa Press,

Medan, 2005, h. 59



23

penggelapan tetapi jelas berbeda. Jadi penelitian ini adalah asli karena

sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan

terbuka. Penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya

secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang

membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah.

Terdapat beberapa tesis yang membahas tentang tindak pidana

penggelapan seperti pada tesis :

1. Tesis oleh Hairun Sidauruk, mahasiswa Magister Ilmu Hukum

Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2018. Penelitian

mengangkat judul tesis tentang: “Tindak Pidana Pengelapan Dalam

Jabatan Dilakukan Oleh Sales Executive Hotel The Hill Sibolangit

Medan (Studi Kasus Putusan Nomor : 1170/Pid.B/2016/PN.MDN)”.

Adapun rumusan masalah yang menjadi objek kajian penelitian yaitu:

a. Bagaimana bentuk tindak pidana pengelapan dalam hukum pidana?

b. Bagaimana faktor penyebab timbulnya tindak pidana pengelapan

dalam jabatan yang dilakukan oleh sales executive The Hill Hotel

Sibolangit Medan ?

c. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap penggelapan dalam

jabatan dilakukan oleh sales executive The Hill Hotel Sibolangit

Medan berdasarkan putusan nomor: 1170/Pid.B/2016/PN.Mdn ?

2. Tesis oleh Dahlia Hezadalina, mahasiswa Magister Ilmu Hukum

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Sumatera Utara Tahun 2019.

Penelitian Dahlia Hezadalina mengangkat judul penelitian tesis
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tentang: “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam

Jabatan (Studi Putusan No.212/PID.B/2018/PN-KBJ). Penelitian ini

ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana pengaturan hukum terkait tindak pidana penggelapan?

b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana

penggelapan?

c. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana

penggelapan dalam jabatan (Putusan No.212/Pid.B/2018/Pn-Kbj)?

3. Tesis oleh Ira Saradhina Saskia, mahasiswa Magister Ilmu Hukum

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Tahun 2020. Penelitian mengangkat judul tesis tentang: “Penerapan

Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan

(Studi Putusan Nomor 379/PID.B/2020/PN.Bdg)”, dengan rumusan

masalah :

a. Bagaimana pengaturan tindak pidana penggelapan dalam jabatan?

b. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengelapan

dalam jabatan?

c. Bagaimana penerapan hukum pidana dalam tindak pidana

penggelapan jabatan pada putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN. Bdg?

Hal ini berbeda dengan tesis ini sebab yang dibicarakan adalah

tentang tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan secara

berlanjut, sehingga permasalahan yang diteliti tidak sama. Dengan
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demikian penelitian ini asli baik dari segi subtansi maupun dari segi

permasalahan.

F. Metode Penelitian

Metodeologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan

bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus

diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya.47 Dalam penelitian metode

merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran

yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,48 maksudnya adalah

penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah,

menjelaskan serta menganalisa permasalahan permufakatan jahat

(samenspanning) dalam kejahatan narkotika yang dilakukan oleh anak

yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang

kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan

ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu

yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan

menganalisanya.49

47 Sutrisno Hadi, Metodologi Riset nasional, Akmil, Magelang, 2017, h. 8
48 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta,

1996, h. 8.
49 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, h. 43.
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Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian

hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma

hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder.49

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang

menjadi objek penelitian.50 Deskriptif analistis, merupakan metode yang

dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang

terjadi atau berlangsung yang tujuan agar dapat memberikan data seteliti

mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal

yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau

peraturan perundang-undangan yang berlaku.51 Dalam penulisan ini

menguraikan hal-hal tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan

secara berlanjut.

2. Metode Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Pendekatan Kasus (Case

Approach),50 dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-

kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi

putusan pengadilan yaitu putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Mdn.

49 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pers, Jakarta, 2016, h.45.
50 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia

Indonesia, Jakarta, 2014, h. 105
51 Ibid, h. 106
50 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94
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b. Pendekatan Konseptual

(Copceptual Approach),51 dilakukan dengan mempelajari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan

menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian

hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan

dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan

dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam

membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang

dihadapi.

c. Pendekatan Perundang-

undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan

dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi

yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.52

3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses

penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan

sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok

permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi

penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan

data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

51 Ibid, h. 95
52 Ibid, h.96
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Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan

kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data

dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang

dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (library

research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data

dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data

sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan

bahan hukum tersier.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses

penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan

sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok

permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi

penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan

data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil

penelitian kepustakaan. Berdasarkan penelitian kepustakaan dikumpulkan

data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder

dan bahan hukum tertier.53 Penelitian normatif, data yang diperlukan

adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup

yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian,

53 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, h. 39.
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sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh

pemerintah.54 Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang

mengikat,53 terdiri dari : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku yang ada

hubungannya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan

petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan skunder,54

seperti kamus hukum.

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan,

mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga

kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk

menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori

substantif.55 Untuk menemukan teori dari data tersebut maka

menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada

norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan

putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang

dalam masyarakat.56

54 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2014, h. 122.

53 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta, 2014,
h.57

54 Soerjono Soekanto, Op.Cit, h. 14.
55 Lexy J Moleong, Op.Cit, h. 103
56 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.105.
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BAB II

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

A. Tindak Pidana Penggelapan

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam

kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik,

sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang- undang

mempergunakan istilah peristiwa pidana atau pebuatan pidana atau

tindakan pidana.57

PAF. Lamintang menyebutkan tindak pidana adalah suatu

pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan

sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku,

dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi

terpeliharanya tertib hukum.58 Leden Marpaung meyebutkan strafbaarfeit

adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan

dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya

tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah

dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.59

Andi Hamzah merumuskan tindak pidana adalah sebagai suatu

tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau

diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat

57Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Rengkang Education,
Yogyakarta, 2012, h. 20

58P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Adytia Bakti,
Bandung, 2014, h. 182

59Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta,
2012, h.8
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melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang

bertanggungjawab).60 Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai

perbuatan pidana yang diartikan perbuatan yang melanggar yang dilarang

oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi)

yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan

tersebut.61

Teguh Prasetyo mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik,

dikarenakan alasan sebagai berikut:

1. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana.

2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-

undang.

3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat

dipertanggungjawabkan.62

Kamus hukum mengartikan delik sebagai suatu perbuatan yang

melanggar hukum.63 Dalam hukum pidana Belanda selain memakai istilah

strafbaar feit kadang juga menggunakan kata delict yang berasal dari

bahasa lain delictum. Secara umum oleh pakar hukum pidana disetujui

penggunaan strafbaar feit.

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak

pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah Strafbaar Feit.

60Andi Hamzah, Op.Cit,h.96.
61 Moeljatno, Op.Cit, h.16
62 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, h. 48
63Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesiaa, Jakarta, 2016, h.144.
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Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut

disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

Seperti diketahui bahwa istilah het strafbare feit telah diterjemahkan

dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.

2. Peristiwa pidana

3. Perbuatan pidana

4. Tindak pidana.64

Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-

undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan

tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya

sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan strafbaar feit (tindak pidana)

para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

Menurut Simons merumuskan strafbaar feit adalah:

Suatu handeling (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan
pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum
(onrechtmatig) dilakukan dengan kesalahan schuld oleh seseorang
yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya
dalam dua golongan unsur yaitu:
1. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang

dilarang/diharuskan.
2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan

bertanggung jawab.65

Simon mendefinisikan strafbaar feit dengan suatu tindakan

melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak

64 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2017, h. 26

65 M. Hamdan, Tindak Pidana Suap dan Money Politics, Pustaka Bangsa Press,
Medan, 2014, h. 8
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sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas

tindakannya.66

Utrecht memandang rumusan yang dikemukakan oleh Simon itu

merupakan rumusan yang lengkap. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa unsur-unsur strafbaar fit meliputi :

1. Suatu perbuatan

2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman

3. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat

dipertanggungjawabkan.67

KUHP bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah yang

digunakanpun sama yaitu strafbaar feit. Namun dalam menterjemahkan

istilah strafbaar feit ke dalam bahasa Indonesia terdapat perbedaan.

Sebagaimana yang dikutip oleh Andi Hamzah, Moeljatno dan Roeslan

Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meski tidak untuk

menterjemahkan strafbaar feit. Sedangkan Utrecht menyalin istilah

strafbaar feit menjadi peristiwa pidana, dimana beliau menterjemahkan

secara harfiah menjadi peristiwa pidana.68 Meskipun terdapat banyak

perbedaan pengistilahan, namun yang jelas semua bersumber pada

strafbaar feit. Dan mengenai penggunaan istilah tersebut A.Z. Abidin

sependapat bahwa lebih baik digunakan istilah padanannya saja yang

banyak digunakan yaitu delik.69

66Leden Marpaung, Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum, Grafika,
Jakarta, 2011, h.4.

67Ibid.,
68Andi Hamzah, Op.Cit, h. 4.
69Ibid., h. 65.
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Van Hamel dalam M. Hamdan merumuskan strafbaar feit (tindak

pidana) itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya

ditambahkannya dengan kalimat ‘tindakan mana bersifat dapat

dipidana’.70 Perumusan Van Simon dalam M. Hamdan, bahwa strafbaar

feit adalah suatu kelakuan (gedraging) manusia yang dilarang dan oleh

Undang-Undang diancam dengan pidana.71

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan

yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana

barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya Mulyatno

menyebutkan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-

perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum,

merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat

akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik

dan adil. 72

R. Tresna dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana

adalah suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan

dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya

terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga

menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa

pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Harus ada suatu peruatan manusia.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan
dalam ketentuan umum.

70 M. Hamdan, Op.Cit, h. 8
71 Adami Chazawi.Op.Cit, h. 28.
72 Moeljatno. Op.Cit, , h. 54
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3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu
orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.

4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman
di dalam Undang-Undang.73

R. Soesilo menyebutkan tindak pidana adalah sesuatu perbuatan

yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila

dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan

itu diancam dengan hukuman.74 Tindak pidana itu juga terdiri dari dua

unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu
perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.

b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas
merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan
hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya
dapat dihukum.

c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan
ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.

d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan
itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-
undang.

2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang
ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang
yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar. 75

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan

tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum

2. Merugikan masyarakat

3. Dilarang oleh aturan pidana

73 M. Hamdan, Op.Cit, h. 9
74R. Soesilo, Op.Cit, h. 26
75 Ibid. h. 26
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4. Pelakunya diancam dengan hukuman

pidana.76

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana

adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan

pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat

menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat

melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu

merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau

aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya.

Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat

banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila

telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan

hukuman.

Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak,

haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku

(hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini,

tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur

dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa

kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak

pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga

orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-

perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah

76 M. Hamdan. Op.Cit. h.10.
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perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari

bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah

lebih berat daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Pengertian yuridis mengenai penggelapan diatur pada Bab XXIV

(buku II) KUHP, terdiri dari 5 Pasal (372 s/d 376). Salah satunya yakni

Pasal 372 KUHP, merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk

pokok yang rumusannya berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja

menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seharusnya atau

sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan

karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana

dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau dengan

pidana denda setinggi-tingginya 900 (sembilan ratus) rupiah.

Kejahatan ini dinamakan “Penggelapan Biasa” dalam kejahatan

penggelapan, barang yang diambil untuk dimiliki itu sudah berada

ditangan sipelaku dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan

kepadanya. Sebagai contoh penggelapan biasa seseorang dititipi sebuah

sepeda oleh temannya, karena memerlukan uang, sepeda itu dijualnya

dan uang hasil penjualannya dihabiskan. Mendekati pengertian bahwa

tindak tesebut menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai benda,

hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi

kepercayaan untuk menguasai atau memegang sepeda tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana penggelapan adalah:

1. Unsur Objektif

a. Perbuatan memiliki
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(Zicht toe igenen) diterjemahkan dengan perkataan memiliki,

menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan

hak, atau mengaku sebagai milik. Mahkamah Agung dalam Putusannya

tanggal 25-2-1958 Nomor 308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa perkataan

zicht toe igenen dalam bahasa Indonesia belum ada terjemahan resmi

sehingga kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau

memiliki. Waktu membicarakan tentang pencurian ini, telah dibicarakan

tentang unsur memiliki pada kejahatan itu.

Pengertian memiliki pada penggelapan ini ada bedanya dengan

memiliki pada pencurian. Perbedaan ini adalah dalam hal memiliki pada

pencurian adalah berupa unsur subjektif sebagai maksud untuk memiliki

(benda objek kejahatan itu). Tetapi pada penggelapan memiliki unsur

objektif yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam

penggelapan. Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada

wujud dari unsur memiliki itu, karena sekedar dituju oleh unsur

kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi memiliki pada penggelapan,

karena merupakan unsur tingkah laku berupa unsur objektif maka memiliki

itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai

dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan.

Bentuk-bentuk perbuatan memiliki misalnya menjual, menukar,

menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya.77

b. Unsur objek kejahatan (sebuah benda)

77 Ibid, h. 81
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Benda yang menjadi objek penggelapan tidak dapat ditafsirkan lain

dari sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja. Perbuatan memiliki

terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah

diterangkan diatas tidak mungkin dapat dilakukan pada benda-benda yang

tidak berwujud. Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya

sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda

itu yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan

perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung

tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, hanya terdapat

benda-benda berwujud dan bergerak saja dan tidak mungkin terjadi pada

benda-benda yang tidak berwujud dan benda-benda tetap. Adalah

sesuatu yang mustahil terjadi seperti penggelapan rumah, menggelapkan

energi listrik maupun menggelapkan gas.

Terjadi misalnya menjual gas dari dalam tabung yang dikuasainya

karena titipan, peristiwa ini bukan penggelapan tetapi merupakan

pencurian,karena orang itu dengan gas tidak berada dalam hubungan

menguasai. Hubungan menguasai hanyalah terhadap tabungnya. Hanya

terhadap tabungnya ia dapat melakukan segala perbuatan secara

langsung tanpa melalui perbuatan lain terlebih dahulu. Lain dengan isinya

untuk berbuat terhadap isinya misalnya menjualnya. Ia tidak dapat

melakukannya secara langsung tanpa melakukan perbuatan lain yakni

membuka kran tabung untuk mengeluarkan atau memindahkan gas

tersebut.

c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain
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Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah

dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda

milik suatu badan hukum seperti milik negara adalah berupa benda yang

tidak/bukan milik petindak dan oleh karena itu dapat menjadi objek

penggelapan maupun pencurian. Orang lain yang dimaksud sebagai

pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat

sebagai orang itu adalah korban atau orang tertentu melainkan siapa saja

asalkan bukan petindak sendiri. 78

d. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Ada dua unsur yakni berada dalam kekuasaannya dan bukan

karena kejahatan. Perihal unsur berada dalam kekuasaaanya seperti yang

telah disinggung diatas, suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang

apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian

eratnya sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan

terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa

terlebih dahulu harus melakukan perbuatan yang lain. Misalnya ia

langsung dapat melakukan perbuatan seperti menjual, menghibahkan,

menukarnya dan sebagainya tanpa harus melakukan perbuatan lain

terlebih dahulu (perbuatan yang terakhir mana merupakan perbuatan

antara agar ia dapat berbuat secara langsung).

5. Unsur Subjektif

a. Unsur kesengajaan

78 Tri Andrisman, Op.Cit, h 84.
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Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu harus dikehendaki apa

yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat”.79

Rumusan “sengaja” pada umumnya dicantumkan dalam suatu norma

pidana. Akan tetapi adakalanya rumusan “sengaja” telah dengan

sendirinya tercakup dalam suatu “perkataan”, misalnya perkataan

“memaksa”.80

b. Unsur kealpaan, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 359 KUHP.

Simons menerangkan kealpaan” bahwa pada umumnya kealpaan

itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu

perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun,

meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati masih mungkin juga

terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari

perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-

undang.81

c. Unsur melawan hukum

Melawan hukum dalam bahasa Belanda, adalah wederrechtelijk

berasal dari kata weder = bertentangan dengan atau melawan, recht =

hukum jadi wederrechtelijk adalah bertentangan dengan hukum atau

melawan hukum.82 Menjatuhkan suatu pidana, unsur-unsur tindak pidana

pada suatu pasal harus dipenuhi. Salah satu unsur yang harus dipenuhi

adalah sifat melawan hukum baik secara eksplisit maupun secara implist

79 Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta,
2016, h.155.

80 Ibid., h. 156.
81Ibid, h.156
82 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h.65.
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diatur dalam suatu pasal. Pengertian sifat melawan hukum yang demikian

disebut dengan melawan hukum formil.83 Ajaran melawan hukum dalam

hukum pidana berdasarkan doktrin dibedakan menjadi dua yaitu ajaran

sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil.

Jenis tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 dan Pasal

374 KUHPidana, antara lain:

1. Tindak pidana penggelapan yang diatur

dalam Pasal 321 Wetboek van Strafrecht yang rumusannya ternyata

sama dengan rumusan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam

Pasal 372 KUHPidana merupakan tindak pidana penggelapan dalam

bentuk pokok yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda yang telah

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum

suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan

orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena

bersalah melakukan penggelapan, dipidana dengan pidana penjara

selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-

tingginya sembilan ratus rupiah”.

Kejahatan ini dinamakan “penggelapan biasa”. Tindak pidana

penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHPidana

mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur subjektif: dengan sengaja.

83 Adami Chazawi, Op.Cit. h. 67
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b. Unsur objektif:

1) Barang siapa

2) Menguasai secara melawan hukum

3) Suatu benda

4) Sebagian atau seluruh

5) Berada padanya bukan karena kejahatan.

Unsur opzettelijke atau dengan sengaja merupakan satu-satunya

unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan yakni unsur yang

melekat pada subjek tindak pidana ataupun yang melekat pada diri

pelakunya oleh sebab itu unsur opzettelijke atau dengan sengaja

merupakan unsur dari tindak pidana penggelapan yang dengan sendirinya

unsur tersebut harus didakwakan terhadap seorang terdakwa yang juga

harus dibuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara

terdakwa.84

2. Tindak pidana penggelapan berat.

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374

KUHPidana, yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda jika

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yakni: “Penggelapan yang

dilakukan oleh orang atas benda yang berada padanya karena hubungan

kerja pribadinya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat imbalan

uang, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun”.

84 R. Wirdjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana
Indonesia, Eresco, Bandung 2012, h. 75
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Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374

KUHPidana di dalam doktrin juga disebut sebagai suatu penggelapan

dengan kualifikasi tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan.

Unsur yang memberatkan sebagaimana dimaksud ialah karena

tindak pidana penggelapan telah dilakukan atas benda yang berada pada

pelaku:

a. Hubungan buruh-majikan;

b. Hubungan berdasar pekerjaan si pelaku si hari-hari; dan

c. Hubungan dimana pelaku mendapat upah untuk menyimpan barang.85

Yurisprudensi pernah menyebut sebagai orang yang melakukan

penggelapan atas benda yang ada padanya karena hubungan kerja

pribadinya itu antara lain anggota-anggota pengurus Perseroan Terbatas

(PT). Perlu diketahui bahwa kata-kata personlijke dienstbetrekking

ataupun telah diterjemahkan dalam kata-kata hubungan kerja pribadi dan

yang secara material artinya hubungan kerja yang timbul karena

perjanjian kerja itu oleh para penerjemah Wetboek van Strafrecht dan

telah diartikan secara berbeda-beda, yakni ada yang mengartikan sebagai

jabatannya atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Kata-kata personlijke dienstbetrekking jika harus diartikan sebagai

hubungan kerja pada umumnya, sudah barang tentu pemberian arti

seperti itu tidaklah benar karena hubungan kerja dapat saja timbul karena

adanya ikatan dinas, dimana seseorang dapat diangkat secara sepihak

85 Ibid, h. 78.
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oleh kekuasaan umum untuk menduduki suatu jabatan tertentu,

sedangkan kata-kata hubungan kerja pribadi menujukkan bahwa

penunjukan tentang jenis pekerjaan yang perlu dilakukan atau penentuan

tentang besarnya imbalan yang akan diterima oleh pihak yang satu itu

tidak ditentukan secara sepihak oleh pihak lain, melainkan diperjanjikan

didalam suatu perjanjian kerja. Pasal 374 KUHPidana jelas bahwa yang

diatur bukan masalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan dalam

jabatan seperti yang dimaksudkan diatas, melainkan hanya tindak pidana

penggelapan yang dilakukan oleh perilaku dalam fungsi-fungsi tertentu.

Berdasarkan rumusan penggelapan tesebut di atas, jika dirinci

terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki, sesuatu benda

(eenig goed), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang

berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur

subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (opzettelijk), dan

penggelapan melawan hukum (wederechtelijk).86

B. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penggelapan.

Bab XXIV (buku II) KUHP mengatur tentang penggelapan yang

terdiri dari 6 Pasal yaitu Pasal 372 - 377. Dengan melihat cara perbuatan

yang dilakukan, maka kejahatan penggelapan terbagi atas beberapa

bentuk, yaitu :

1. Penggelapan dalam bentuk pokok

86 Ibid, h.80
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Kejahatan penggelapan ini diatur dalam Pasal 372 KUHP

sebagaimana telah diterangkan terdahulu. Benda yang menjadi objek

kejahatan ini tidak ditentukan jumlah atau harganya. Pasal 372 KUHP

menyatakan“ Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan

hak sesutu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk

kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena

kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara

selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-

“ Berdasarkan rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, jika

dirinci terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Berdasarkan rumusan Pasal 372 KUHPidana tersebut di atas dapat

dilihat bahwa unsur yang ada di dalamnya sebagai berikut :

a. Unsur objektif :
1) Barang siapa
2) Menguasai secara melawan hukum
3) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dan
4) Benda berada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan

b. Unsur subjektif : Kesengajaan.87

Unsur memiliki yang terkandung dalam penggelapan biasa, Adami

Chazawi mengemukakan bahwa perbuatan memiliki itu adalah perbuatan

terhadap suatu benda oleh orang-orang yang seolah-olah pemiliknya,

perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya

atas benda tersebut. Perlu diperhatikan bahwa hal tersebut tidak dapat

berlaku umum, dalam beberapa kasus tertentu mungkin tidak dapat

87 P.A.F Lamintang,Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta,
2019, h. 131
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diterapkan, satu dan lain hal karena alsan-alasan tertentu, misalnya

keadilan.88

2. Penggelapan ringan (lichte verduistering)

Dikatakan penggelapan ringan, bila objek dari kejahatan bukan dari

hewan atau benda itu berharga tidak lebih dari Rp 250,-. Besarnya

ketentuan harga ini tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini.

Namun demikian dalam praktek disesuaikan dengan kondisi sekarang dan

tergantung pada pertimbangan hakim. Kejahatan ini diatur dalam Pasal

373 KUHP dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 bulan atau

denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-.

Pasal 373 KUHP menentukan bahwa “ Perbuatan yang diterangkan

dalam Pasal 372, jika yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya

tidak lebih dari Rp 250,-, dihukum, karena penggelapn ringan, dengan

hukuman penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-

banyaknya Rp 900,-“

Berdasarkan rumusan Pasal 373 di atas, menurut Tongat

mengemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana penggelapan ringan

sama dengan unsurunsur tindak pidana penggelapan dalam bentuknya

yang pokok, hanya di dalam tindak pidana penggelapan haruslah dipenuhi

unsur, yang digelapkan itu bukanlah ternak dan harga barang yang

digelapkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.89

88 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayu Medika, Jakarta, 2016,
h. 73

89 Tongat, Hukum Pidana Materil. UMM Pres, Malang, 2016, h.63
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Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 373

KUHPidana di dalam doktrin juga disebut sebagai suatu gepriviuligieerde

verduistering yakni tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang

meringankan.90 Unsur-unsur yang meringankan di dalam tindak pidana

penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 KUHPidana adalah, karena

yang menjadi objek tindak pidana penggelapan tersebut.

Penggelapan ini menjadi ringan, terletak dari objeknya bukan

ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp 250,00. Dengan demikian terhadap

ternak tidak mungkin terjadi penggelapan ringan. Di dalam Pasal 101

KUHP dinyatakan “yang dikatakan hewan, yaitu binatang yang berkuku

satu, binatang yang memamah biak dan babi”. Binatang yang berkuku

satu misalnya kuda, keledai dan sebagainya sedang binatang yang

memamah biak misalnya sapi, kerbau, kambing dan lain sebagainya.

Harimau, anjing, kucing bukan termasuk golongan hewan karena tidak

berkuku satu dan juga bukan binatang yang memamah biak.91

3. Penggelapan dengan pemberatan (gequaliviceerde verduistlring)

Penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374

KUHPidana dan Pasal 375 KUHPidana sebagaimana dengan tindak

pidana yang lain, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini

adalah tindak pidana penggelapan dengan bentuknya yang pokok oleh

karena ada unsur-unsur yang lain yang memberatkan ancaman pidananya

menjadi diperberat. Istilah yang dipakai dalam bahasa hukum adalah

penggelapan yang dikualifikasi. Rumusan Pasal 374 dan Pasal 375

KUHPidana sebagai berikut :

90 P.A.F Lamintan, Op.Cit., h. 133
91 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor, 1993, h. 105
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a. Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 374 KUHPidana yang

berbunyi : Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang

penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan

kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,

diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur “hubungan

kerja” dimana hubungan kerja disini adalah hubungan yang terjadi karena

adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun tertulis. Dengan

hubungan kerja tidak dimaksudkan hanya hubungan kerja yang terjadi di

institusi pemerintahan atau perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga

yang terjadi secara perorangan.

Adami Chazawi menyatakan mengenai pemberatan ini Ini juga

termaksud melakukan tindak pidana dengan menggunakan jabatan

sebagai alatnya karena kadang kala memiliki suatu waktu yang tepat

untuk melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang, apabila

kesempatan ini disalah gunakan untuk melakukan tindak pidana itu maka

dia dipidana dengan dapat diperberat sepertiganya dari ancaman pidana

maksimum yang ditentukan dalam tindak pidana yang dilakukannya tadi.92

Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp 250,00 itu adalah nilai

menurut umumnya, bukan menurut korban atau menurut petindak atau

orang tertentu. Kejahatan ini diancam dengan huku man yang lebih berat.

92 Adami Chazawi,Op.Cit., h.74
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Bentuk-bentuk penggelapan yang diperberat diatur dalam Pasal 374 dan

375 KUHP. Faktor yang menyebabkan lebih berat dari bentuk pokoknya,

disandarkan pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada orang

yang menguasai benda yang digelapkan.93

Pasal 374 mengatakan bahwa“ Penggelapan dilakukan oleh orang

yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau

jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-

lamanya lima tahun”.

Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur

sebagai berikut :

1) Semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok (Pasal 372)

2) Unsur-unsur khusus yang memberatkan, yakni beradanya benda

dalam kekuasaan petindak disebabkan oleh karena :

a) Ada hubungan kerja.

b) Mata pencaharian.

c) Mendapatkan upah untuk itu.

Beradanya benda di tangan seseorang yang disebabkan oleh

ketiga hal di atas adalah hubungan yang sedemikian rupa antara orang

yang menguasai dengan benda, menunjukan kepercayaan yang lebih

besar pada orang itu. Seharusnya dengan kepercayaan yang lebih besar,

93 Ibid, h. 85
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ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusannya bukan

menyalahgunakan kepercayaan yang besar itu.94

b. Penggelapan dengan pemberatan Pasal 375 KUHPidana yang

menyatakan : Penggelapan yang dilakukan oleh orang karena dipaksa

diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali, pengurus

atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan,

terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam

dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Bentuk kedua dari penggelapan yang diperberat terdapat dalam

rumusan Pasal 375 KUHP “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang

karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, curator,

pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma,

tentang sesuatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya

yang tersebut, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun”.

Penggelapan yang diatur dalam ketentuan Pasal 375 KUHPidana

ini adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang

karena kewajibannya sebagai akibat dari hubungan orang itu dengan

barang-barang yang harus diurusnya. Rumusan di atas dirinci, maka

unsur-unsur yang memenuhi pasal tersebut adalah :

1) Unsur-unsur penggelapan dalam Pasal 372.

2) Unsur-unsur yang memberatkan, yaitu :

a) Oleh orang yang kepadanya terpaksa barang itu diberikan untuk

disimpan.

94 Ibid, h. 86.
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b) Terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan mereka

sebagai wali, pengampu, pengurus yang menjalankan wasiat,

pengurus lembaga sosial atau yayasan.95

c. Penggelapan dikalangan keluarga

Penggelapan dalam keluarga diatur dalam Pasal 376 KUHP. Dalam

kejahatan terhadap harta benda, pencurian, pengancaman, pemerasan,

penggelapan, penipuan apabila dilakukan dalam kalangan keluarga maka

dapat menjadi:

1) Tidak dapat dilakukan penuntutan baik terhadap petindaknya
maupun terhadap pelaku pembantunya (Pasal 376 ayat (1)
KUHP).

2) Tindak pidana aduan, tanpa adanya pengaduan baik terhadap
petindaknya maupun pelaku pembantunya maka tidak dapat
dilakukan penuntutan (Pasal 376 ayat 2 KUHP).96

Penggelapan dalam keluarga diatur dalam pasal 367 KUHP,

dimana dimaksudkan dengan penggelapan dalam keluarga itu adalah jika

pelaku atau pembantu salah satu kejahatan adalah suami atau istri atau

keluarga karena perkawinan, baik dalam garis keturunan yang lurus

maupun keturunan yang menyamping dari derajat kedua dari orang yang

terkena kejahatan itu. Di dalam hal ini apabila pelaku atau pembantu

kejahatan ini adalah suami atau istri yang belum bercerai maka pelaku

pembantu ini tidak dapat dituntut. Apabila diantaranya telah bercerai,

maka pelaku atau pembantu kejahatan hanya dapat dilakukan penuntutan

bila ada pengaduan dari orang lain yang dikenakan kejahatan itu.

95 H.A.K Moch. Anwar, Op. Cit, h. 38
96 Adam Chazawi, Op. Cit, h. 94
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Kejahatan terhadap harta benda, pencurian, pengancaman,

pemerasan, penggelapan, penipuan apabila dilakukan dalam kalangan

keluarga maka dapat menjadi :

1) Tidak dapat dilakukan penuntutan baik terhadap petindaknya
maupun terhadap pelaku pembantunya (Pasal 367 ayat (1)
KUHPidana)

2) Tindak pidana aduan, tanpa ada pengaduan baik terhadap
petindaknya maupun pelaku pembantunya tidak dapat dilakukan
penuntutan (Pasal 367 ayat (2) KUHPidana).97

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penggelapan dalam

keluarga merupakan delik aduan atau hanya dapat dilakukan penuntutan

apabila yang menjadi korban penggelapan mengajukan laporannya

kepada pihak kepolisian.

C. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan dalam
Jabatan

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana merupakan unsur

penting yang perlu diketahui sebelum kemudian menentukan langkah-

langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana yang dimaksud.

Semakin jelas dan terangnya faktor penyebab dan pendukung terjadinya

tindak pidana akan membantu menemukan motivasi sebenarnya

mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana terlepas apakah

motivasi itu berasal dari diri sendiri ataupun dari luar diri (lingkungan).

Barda Nawawi Arief menyebutkan penyebab terjadinya kejahatan

adalah :

97 P.A.F Lamintang.Op.Cit., h.147
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1. Kemiskinan, pengangguran, buta huruf (kebodohan),
ketiadaan atau kekurangan perumahan yang layak dan sistem
pendidikan serta latihan yang tidak cocok/serasi.

2. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak
mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial,
juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial.

3. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga.
4. Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi
orang-orang yang beremigrasi ke kota-kota atau ke negara-
negara lain.

5. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli
yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi
menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial,
kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan.

6. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan
perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan
berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat
fasilitas lingkungan/bertetangga.

7. Kesuitan-kesulitan bagi orang-orang dalam
masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya
di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan
keluarga/familinya, tempat pekerjaannya atau di lingkungan
sekolahnya.

8. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain
yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang
disebut di atas.

9. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi,
khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-
barang curian.

10. Dorongan-dorongan (khususnya oleh mass media)
mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada
tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap tidak
toleran (intoleransi).98

Secara umum faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yakni

faktor interen dan faktor eksteren.

1. Faktor intern

Faktor intern adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri

pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk

98 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya
Bhakti, Bandung, 2015, h.44-45.
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melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri pelaku itu sendiri

yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). 99 Faktor

intern ini dapat disebabkan antara lain :

a. Faktor kepribadian pelaku

Setiap orang memiliki kepribadian dan karakteristik tingkah laku

yang berbeda satu dengan lainnya. Kepribadian seseorang ini dapat

dilihat dari tingkah lagi seseorang itu dalam pergaulannya ditengah

masyarakat. Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan

seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan

tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu

akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Tingkah laku ini juga

erat hubungannya dengan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan yang tidak

seimbang dengan keinginan seseorang itu akan mengakibatkan orang

tersebut mudah melakukan perbuatan jahat karena tidak diimbangi

dengan iman yang kuat.

Di dalam pribadi manusia terdapat bakat dan kegemaran yang

berbeda-beda. Bakat telah ada sejak seseorang itu lahir dan menjadi

ukuran bagi masyarakat dalam menentukan mampu tidaknya seseorang

itu menguasai sesuatu bidang. Jika seorang itu mempunyai bakat atas

suatu bidang maka orang itu lebih mudah menguasai suatu bidang itu.

Bakat itu baik jika menyangkut hal-hal yang positif. Pembawaan atau

99Ramadhan, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di
Wilayah Pertambangan Poboya”. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 2,
Tahun 2019 h. 4.
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bakat serta sukar untuk diarahkan atau dikendalikan secara wajar, akan

menimbulkan perilaku buruk pada diri orang tersebut yang cenderung

melakukan kejahatan yang meresahkan masyarakat karena karakteristik

yang buruk.

b. Faktor ekonomi

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana diantaranya karena faktor

ekonomi merupakan faktor utama dari penyebab terjadinya tindak pidana

tersebut. Tidak hanya tindak pidana perusakan, maka faktor ekonomi jika

dilihat dan cermati menjadi faktor yang utama dalam penyebab seseorang

melakukan suatu tindak pidana ataupun kejahatan. Dorongan gaya hidup

dan himpitan biaya untuk hidup menjadikan seseorang dapat melakukan

apa saja demi tercapainya apa yang mereka inginkan.

Faktor ekonomi adalah faktor yang memegang peranan penting

dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki

kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap hari.

Pemenuhan kebutuhan inilah yang membutuhkan biaya, jika kebutuhan

sehari-hari sangat banyak, maka biaya yang dibutuhkan juga semakin

banyak. Alasan tersebut sering dipergunakan para pelaku kejahatan

karena alasan tersebut dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan

padanya.100

Akibat sulitnya keadaan ekonomi sehingga mengakibatkan

minimnya lapangan pekerjaan yang baik bagi orang-orang yang sudah

100 Kartini Kartono, Patalogi Sosial Jilid I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013,
h.74
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seharusnya menjadi tenaga kerja, sehingga untuk memenuhi

kebutuhannya sangat sulit sekali, hal ini yang mengakibatkan seseorang

itu tidak secara jernih dan ditambah lagi kecemburuan sosial yang meliputi

keluarga khususnya dalam pribadi pelaku sendiri sehingga mengakibatkan

melakukan tindakan-tindakan secara melawan hukum.

c. Faktor pendidikan/keluarga

Salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan dalah faktor

pendidikan dari pelaku itu sendiri. Peranan pendidikan akan sangat

berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau

mengurangi bertindak secara irasional (emosional). Di dalam keluarga,

seseorang itu belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang

memiliki norma-nomra dan kecakapan tertentu di dalam pergaulannya

dengan masyarakat lingkungannya.

Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang didapatnya dalam

keluarganya itu turut pula menentukan cara-cara bertingkah laku orang

tersebut. Apabila hubungan seseorang dengan keluarga berlangsung

secara tidak wajar ataupun kurang baik, maka kemungkinan pada

umumnya hubungan seseorang dengan masyarakat disekitarnya akan

berlangsung secara tidak wajar pula. Kurangnya pendidikan agama dan

pendidikan budi pekerti bagi seseorang itu disamping pendidikan sekolah

membuat orang tersebut mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan

baik melakukan sendiri maupun bersama teman-temannya.

d. Rendahnya penghayatan agama.
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Agama merupakan norma yang meliputi nilai tertinggi dalam

kehidupan umat manuisia dan dianggap sebagai kebutuhan spiritual yang

hakiki. Dalam norma agama ini terdapat perintah-perintah dan larangan-

larangan yang wajib ditaati oleh penganutnya. Walau pelaksanaan agama

tersebut berbeda, namun pada dasarnya memiliki sesuatu persamaan

yaitu larangan untuk melakukan setiap kejahatan.

Ajaran agama yang dianut seseorang harus diyakini kebenarannya

agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan secara pribadi

yang pada akhirnya menumbuhkan keimanan yang berfungsi sebagai

pengendali perilaku seseorang agar dapat terhindar dari perbuatan yang

dilarang agama.101

e. Rendahnya mental dan daya emosional.

Keadaan mental seseorang adalah sesuatu keadaan batin berupa

cara berfikir dan berperasaan. Jika keadaan mental seseorang itu rendah,

maka akan dapat mengakibatkan tingkah laku yang menyimpang. Dikaji

lebih mendalam lagi maka dapat dikatakan bahwa keadaan mental

seseorang itu dibangun oleh daya intelegensia ditambah dengan aturan-

aturan moral agar seseorang dapat mengenal serta menilai suatu

perbuatan. Pengertian intelegensi adalah merupakan suatu kumpulan

kemampuan seseorang yang memungkinkan memperoleh ilmu

pengetahuan dan mengamalkan ilmu tersebut dalam hubungan dengan

lingkungan dan masalah-masalah yang timbul.

101 Ibid, h.45.
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Keadaan tersebut juga turut dipengaruhi oleh daya emosional

sebagai cerminan jiwa seseorang dalam menghadapi suatu masalah.

Daya emosi yang terdapat dalam jiwa seseorang biasanya timbul dengan

spontan serta mudah berubah (labil) serba ingin mengetahui dan

mencoba sesuatu yang baru. Biasanya seoarang dewasa dalam bertindak

dan berfikir secara matang dalam menghadapi suatu masalah. 102

Kaitanya dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang

dilakukan oleh narapidana adalah bahwa orang tersebut tidak mampu

menempatkan daya intelegensinya untuk menilai secara benar tentang

baik buruknya perilaku yang dia lakukan. Rendahnya mental serta

perasaan emosional ini mengakibatkan orang tersebut tidak mampu untuk

mengendalikan diri sehingga banyak yang terjerumus dalam kejahatan

melakukana tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

2. Faktor ekstern

Faktor ekstern adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya

kejahatan karena sebab yang ada di luar individu. Faktor ekstren yang

berasal atau terdapat di luar diri pribadi pelaku. Maksudnya adalah bahwa

yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu

timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah

tangga dan lingkungan.103

102 Nursariani Simatupang dan Faisal, Kriminologi Suatu Pengantar, Pustaka
Prima, Medan, 2017, h.66.

103 Ibid, h.67
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Faktor ekstern ini oleh para ahli kriminologi biasa disebut sebagai

faktor lingkungan. Salah satu penyebab timbulnya kejahatan adalah

lingkungan yang tidak baik. 104

a. Lingkungan keluarga

Keluarga adalah kelompok terkecil dalam masyarakat dan merupakan

tempat menerima kasih sayang antara ayah, ibu, dan anak-anak.

Keluarga merupakan peletak dasar terbentuknya kepribadian

seseorang. Keluarga yang tidak harmonis (broken home), merupakan

salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan,

hal ini disebabkan oleh kurangnya bimbingan dan pengarahan dari

orang tuanya. Hal inilah yang menyebabkan seseorang yang

keluarganya tidak harmonis tersebut mencari pelarian atau perhatian

ke dalam hal-hal yang negatif.

b. Lingkungan sosial

Lingkungan yang dimaksud di sini adalah pengertian dalam pengertian

sempit, yaitu hubungan antara manusia yang satu dengan manusia

yang lainnya (interaksi sosial). Sebagai akibat dari hubungan inilah

kepribadian seseorang akan terbentuk sesuai dengan keadaan dan

kondisi lingkungannya, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan itu

terjadi karena dipelajari atau dicontoh dalam lingkungan masyarakat

dimana si penjahat itu hidup/berada. Apabila seseorang dalam

kehidupan sehari-harinya bergaul dengan seorang penjahat, maka

104 Ramadhan, Op.Cit., h. 5.



61

kemungkinan besar orang tersebut akan menjadi penjahat sehingga

nilai-nilai yang dimiliki oleh si penjahat itulah yang ditirunya. 105

c. Faktor Kesempatan

Kejahatan yang merupakan suatu bentuk dari gejala sosial yaitu

suatu masalah yang terdapat ditengah-tengah masyarakat dimana pelaku

dan korbannya adalah anggota masyarakat itu sendiri. Kejahatan ini juga

ditimbulkan dari adanya kesempatan untuk merugikan orang lain. Faktor

kesempatan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kesempatan

yang muncul dari suatu celah-celah dan juga situasi-situasi yang

memungkinkan seseorang (pelaku) untuk melakukan tindak pidana

perusakan dan pembakaran rumah.

Khusus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang menjadi

faktor dan latar belakang terjadinya tindak pidana penggelapan dalam

jabatan adalah untuk mendapatkan keuntungan dari penggelapan barang

tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Minggus Nomleni

yang bekerja sebagai pengrajin emas di Toko milik saksi korban Siska

Monita Br. Tarigan, M. PSI dan dari setiap pengerjaan barang tempahan

perhiasan emas (pinjaman emas) terdakwa mengambil sedikit demi sedikit

lalu menjualnya ke toko emas J. Ginting dan pada saat tertentu masuk

tempahan perhiasan emas (pinjaman emas) yang baru kepada terdakwa

dan saat itulah terdakwa menutupi kekurangan tempahan perhiasan emas

(pinjaman emas) yang seharusnya dikembalikan kepada saksi Risa

105 Ibid, h.7.
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Naftalia dengan menggunakan pinjaman emas yang baru, dan hal

tersebut berlangsung secara terus menerus hingga akhirnya perbuatan

terdakwa yang telah menjual emas milik saksi korban tersebut diketahui..


